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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN
PURWAKARTA DAN KABUPATEN BOGOR DENGAN

KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan
di Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, perlu
ditetapkan batas daerah secara pasti antara
Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Karawang
Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten
Bogor dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Bogor dengan Kabupaten Karawang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh
Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten
Puwakarta dan Pemerintah Kabupaten Karawang
dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah
Pusat;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor
dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bogor
dengan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4010) Jo. Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);


